
GUBERNUR LAMPUNG

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAI{ PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TAIIUN ANGGARAN 2()14

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20 15 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2O14, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2Ol4;

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggunglawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 12015;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
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10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 12
Perundang-Undangan;

Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan

12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tatrttn 2Ol2;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20O5 tentang Hibah Kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

i3.

t4.

15.

16.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penl'usunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

\; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 71
Pemerintah;

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

22.

\)23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-
Pokok Perencanaan Pembangunan dan pengelolaan Keuangan Daerahl

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 20 ls tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah
Tahun 2014;
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWAAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAIIUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

2. Belanja

a. Belanja Operasi :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Hibah
4. Belanja Bantuan Sosial
5. Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Operasi

3. Surplus/Defisit
Pembiayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp . 7 2 .344 .92 4 .632 ,T I

p. 4L14t.2OS.OTS,Z2
1.930.0 00.000.00

Rp. 39.2LL.2OS.OZS,72

Rp. 1 11.556.l7g,Ztg,4g

ll
R
R

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Laporan realisasi anggaran tahunan anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan

a.PendapatanAsliDaerah Rp.2.274.685.572.912,86
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.472.486.568.518,00
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah Rp. 779.36O.15O.578.00

Jumlah Pendapatan Rp. 4.526.532.292.008,86

Rp. 653.329.745.885,00
Rp. t.27 4.956.923.030,12
Rp. 847.424.324.446,11
Rp. 4.52 1.800.000,00
Rp. 20.173.866.284.OO
Rp. 2.800.406.659.645,23

b. Belanja Modal :

1. Belanja Tanah Rp. 13.634.919.800,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 84.146.415.635,00
3. Belanja Gedung
dan Bangunan Rp. 2O8.8a3342.525,00

4. Belanja Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp. 617.802.579.2t3,92

5. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 987.426.000.00
Jumlah Belanja Modal Rp. 925.454.683.173,92

c. Belanja Tidak Terduga :

Belanja Tidak Terduga Rp. 5.230.162.000.00
Jumlah Tidak Terduga Rp. 5.230.162.000,00

d. Transfer
Transfer/Bagi Hasil ke
Kabupaten/Kota Rp. 723.095.8f 2.552.00
JumlahBelanjaTransfer Rp. T23.O7S.BL2552,O-
Jumlah Belanja Dan Transfer Rp. 4.454.187 .3IZ.3T1,lS



Pasal 2
Ringkasan Laporan Rearisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasar Itercanfirn dalam Lampiran I peraturan ini, merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam peraturan Gubernur ini dan dirinci lebih ianjui ke dalampenjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

pasal 3
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3tercantum dalam Lampirar: II peraturan ini, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratura,
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah piovinsi io*1rr.,g.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal:-j- 2OlS

GUBERNUtt LAMPUNG

rrd

M.RIDTIO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 9 - S - 20ls
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL pJqllAlDr
Pembina Utama

NIP. 19560617 198so3 1 005

Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BI o IJKUM

s. IVI.H
Pembina Utama Muda

NIP. 1968042 B 19920s 1 oo3

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

1rd


